PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDDMNESIA
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

NOMOR o PRJ=24/PP.3/2020
NOMOR : HK.02.03MF-PK/2020-46

Pada hari ini Rabu, tanggal 19, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Bogor
yang bertanda tangan dibawah in:

1. Igbal Islami yang diangkal sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan
Pendidikan dan Palatihan Keuangan berdasarkan Kepulusan Menlerd Keuangan MNemor
TIKMICD1UP. 11/2016 tenfang Mutasi Para Pajabal Eselon || di Lingkungan Kementerian
Keuangan. Dalam hal inl bertindak untuk dan alas nama Pusdiklal Anggaran dan
Perbendaharaan, berkedudukan di Jalan Raya Puncak KM 72, Gadog. Megamendung, Bogor,
salanjuinya dissbut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Moeh. Adam yang diangkal sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen,
Badan Pengembangan Sumber Days Manusia berdasarkan Sural Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal Nomor 542/KPTS/W2020 perihal Pemberhentian
dan Pengangkatan Jabalan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan
Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementenan Pekeraan
Umum dan Perumahan Raekyat. Dalam hal ini bertindak uniuk dan alas nama Pusat
Pengembangan Kompelensi Manajemen, berkedudukan di Ibukota Negara, DI Jakarta JI.
sapta Taruna Raya No. 26, Komplek PU, Pasar Jumal, Jakarta Selatan yang selanjulnya
dissbut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakal melakukan Kerja Sama Program Diklas, yang
diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KER.A SAMA PROGRAM DIKLAT

Peranjian kerja sama ini  adalah unluk  menyelenggarakan Pelatihan  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembaniu Kelas Kerja Sama Frogram Diklal bagi Pegawal
Kementeran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan | Tahun Anggaran 2020 dengan
tujuan untuk membentuk pengetahuan, kelerampilan, dan sikap pegawai yang akan menduduki
jabatan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembanlu supaya  dapal
malaksanakan tugas bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sssuai
dengan peraluran yang berlaku

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Program pelatiran di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yvang akan
dikerjasamakan merupakan program pelatihan di bidang keuangan negara yaitu Pelatihan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaren Pembaniu Kelas Kerja Sama Program Diklat

bagi Pegawei Kementerian Pekeraen Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan | Tahun
Anggaran 2020.
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Waktu dan lempal pelaksanaan kegiatan:

Pelatinan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kara Sama
Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Angkatan | Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 24 - 31 Agustus 2020 di lokasi
masing-masing kanlor peserta melalui melode Pelatihan Jarak Jauh.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

Kewajiban PIHAK PERTAMA

a, Mengadministrasikan calon peserla Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Fengeluaran Pembaniu Kelas Kerja Sama Program Diklal bagl Pegawai Kementeran
Pekeraan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan | sebanyak satu kelas dengan Jumiah
peserta sebanyak 30 orang.

b. Menyiapkan lenaga pengajar sesuai dengan kempetensi yang dibutubkan dalam proses
pembelajaran sebagamana tercantum dalam Lampiran .

c. Menyediskan materd pembelajaran dalem bentuk soff cooy sesual dengan kurkulum
Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bandahara Pengeluaran Pembantu (44 Jam Pelatihan).

d. Mempersiapkan perangkat evaluasi, menvelenggarakan kegiatan evaluasi  serla
menetapkan hasil evaluasl peserta pelatihan dimaksud.

&. Membenituk panilia yang terdiri deri panifia penyelenggara, pengawas, dan pemeriksa hasil
ujian sebagaimana lercantum Lampiran I,

f. Menerbitkan serfifikat pelafihan bagi pessrta yang telah memenuhi persyaratan.

Hak PIHAK PERTAMA adalah menerima pembayaran atas jasa vang diberkan berupa honar
pengajar dan panilia pelatinan seria biaya lainnya sebagaimana yang lerluang di dalam
Rincian Anggaran BHiaya (RAB) yang lelah disepakal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Menyiapkan calon pacerla pelatihan sebanyak 1 (satu) kelas dengan jumlah peseria paling
banyak 30 orang pegawal Hementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal yang
memenuhi persyaratan.

b. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan,

c. Menyiapkan daftar pembayaran sesuai dengan kelentuan yang bardaku

d. Membayar biaya sebesar Rp 20.495.000,00 (Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh
lima ribu rupiah) untuk penyslenggaraan kegiatan sesuai yang tertuang pada RAB yang
akan dibebankan kepada Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah Il Palembang, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku penyelengaara pelatihan,
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8. Menerima materi pembelajaran sesual dengan kurikulum  Pelatihan  Bendahara
Fengeluaran/Bendahara Pengeluasran Pembantu,

b. Menerima kegiatan pengajaran Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebanyak 44 jam pelatihan dari langgal 24 — 31 Agustus 20120,

c. Menerima sertifikat pelafihan alas nama peseria yang telah memenuhi persyaratan
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Pasal 5
JAMGHA WAKTU

Feranjian kerjasama ini mulal berlaku terhitung sefak tanggal ditandalangani sampai dengan
berakhirmya tahun anggaran benalan (31 Desember 2020) atau telah selesainya hak dan kewajiban
masing-masing pihak.

Pasal 6
PEMEBIAYAAN

Semua biaya yvang terkail dengan penyelenggaraan Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu Kelas Kera Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan | Tahun Anggaran 2020 dibebankan pada DIPA Pusat
Pengembangan Kompelensi Manajemen, Kemanlerian Pekeraan Umum dan Perumahan Rakyal
yarg mengacu pada Peraturan Menten Keuangan Nomor 78/FMK 0272019 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2020 dan RAB vang telah disepakal.

Pazal T
PEMYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) PARA PIHAK sepakat apabila dikemudian han timbul perssfisihan pendapal dalam
melaksanakan perjanjian ini akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat,

(2) Bila cara musyawarah dan mufakat tdak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat
menyelasaikan perselisihan secara hukum di wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

{3y Dalam hal terjadl perselisihan dalam pelaksanaan paranjian ini, maka PARA PIHAK harus
tetap menyelesaikan kawajiban dan menerima hak yang timbul sebelum leradi perselisihan
tersabut.

Pasal 8
KEADAAMN MEMAKSA

(1) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah segala keadaan alau paristiwa yang terjadi di luar
kekuasaan dan perkiraan PARA PIHAK pada umumnya seperli bencana alam, pemogokan
umum, huru hara, embargo, perlempuran, pemberontakan, peperangan, kebakaran,
peledakan, sabotass, wabah penyakit, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dan
perubahan undang-undang dan hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang
berwenang sebagai keadaan memaksa, dan lain sebagainya yang tegadi di domisili PARA
PIHAK yang dapat menghalangl PARA PIHAK sacars langsung uniuk melaksanakan
kawajiban-kewalibannya sesuai dengan parjanjian inl.

(2) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh zalah satu pihak akibat teradinya
kaadaan mamaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lannya dalam perjanjian ini.

(3) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, PARA PIHAK wajib meninjau ulang perjanjian inl
untuk meneruskan, mengubah, mengakhin, ataupun membatalkan perjanjian ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK merjamin bahwa pihak yang menandatangani peranjian ini adalah pihak yang
barwenang

(2) Perjanjian kerla sama ini dapsl diubah baik sebagian maupun selinibnya atas kesepakalan
PARA PIHAK.

(2) Perubahan penambahan dan pengurangan pasal-pasal perarjian kerja sama ini selsiah
disepakali akan dibualkan addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
parjanjian kerja sama ini.
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{4) Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutcan dalam pesjanjian ini merupakan satu
kesatuan dan bagian yang integral serta tidak lerpisabkan dan perjanjlan Inl,

{5) Apabila salah salu alau lebih ketentuan dari peranjian Ini menjadi batal, tdak berlaku atau lidak
dapal dilaksanakan karena sebab apapun juga berdasarkan kelentuan perundanrg-undangan

yang berlaku lidak mempengaruhi keabsahan bedakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam
parjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibual dan dilandatargani clah PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan,
tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal pedanjian kerjasama ini, dibual dalam
rangkap £ (dua} asll, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekualan
hukurn yang sama selzlah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan masing-masing pihak
memparcleh 1 (satu) naskah asli perjanjian kerjasama ini.
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